BERITA DAERAH KOTA CILEGON
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TAHUN: 2022 = NOMOR: 33

PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 42 TAHUN
2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA
HIBAH DAN BELLANJA BANTUAN SOSIAL

Menlmbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALI KOTA CILEGON,

bahwa dalam rangka efiektifitas pengelolaan keuangan
daerah maka Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun
2021 tentang Petunjuk Teknls Pengelolaan Anggaran
Belanja Hlbah dan Belanja Bantuan Soslal perlu
diubah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagalmana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Wall Kota
Cilegon tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Cilegon Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Hibah dan
Belanja Bantuan Soslal;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cllegon (Lembaran
Negara Republik Indonesla Tahun 1999 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3828);

2. Undang ...



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736};

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781}

MEMUTUSKAN ...



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA HIBAH DAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL.

Pasal 1

Diantara ayat (5} dan ayat (6) ketentuan Pasal 8 dalam
Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Hibah dan
Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun
2021 Nomor 42) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan
ayat (5b) sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

(1} Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada:

a. satuan kerja dari kementerian/lembaga
pemerintah  non-kementerian yang wilayah
kerjanya berada dalam daerah; dan/atau

b. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang
membidangi urusan pemerintahan di bidang
Administrasi Kependudukan untuk penyediaan
blanko kartu tanda penduduk elektronik.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada
daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

{3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf c¢ diberikan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan dalam
rangka untuk meneruskan hibah yang diterima
Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hibah ...



(5)

Hibah kepada badan dan lembaga serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e,
diberikan kepada:

a. badan dan lembaga:

1) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial
yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

2) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial
yang telah memiliki surat keterangan
terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri,
gubernur atau bupati/wali kota;

3) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial
kemasyarakatan berupa kelompok
masyarakat/kesatuan masyarakat hukum
adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat, dan
keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat
dan/atau  Pemerintah  Daerah  melalui
pengesahan atau penetapan dari pimpinan
instansi vertikal atau kepala satuan kerja
perangkat daerah terkait sesuai dengan
kewenangannya; atau

4) Koperasi yang didirikan  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan
dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah sesual dengan
kewenangannya,

b. organisasi kemasyarakatan vyang berbadan
hukum Indonesia yaitu organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan
atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan
pengesahan badan hukum dari Kementerian yang
membidangi urusan hukum dan hak asasi
manusia sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5a) Hibah ...



(Sa} Hibah berupa uang kepada badan dan lembaga serta
organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5} diberikan dengan ketentuan:

a. untuk belanja  konstruksi paling tinggi
Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah}; dan

b. untuk belanja non konstruksi paling tinggi
Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

(5b) Dalam hal pemberian Hibah berupa uang untuk
pertama kali, maka hanya diberikan paling tinggi 50%
{lima puluh perseratus} dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5a).

(6} Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf f berupa bantuan keuangan
kepada partai politik yang mendapatkan kursi di
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal I
Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatanya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,

pada tanggal 18 Maret 2022
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 18 Maret 2022
SEKRETARIS PAERAH KOTA CILEGON,

MAMAN MAULUDIN
BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2022 NOMOR 33



